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Nama Penulis SKripsi : Juwanda Wirakusumah
Nomor Pokok Mahasiswa: 183112330040117
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERLUASAN

KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi
RI1 Nomor 15/PUU-X1X/2021)
Jumlah Halaman : 10 halaman dan 117 halaman
Isi Abstrak :
Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian
dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi
kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga sepatutnya memerlukan
optimalisasi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Permasalahan
yang berupaya dijawab oleh penelitian ini yaitu: bagaimana kewenangan PPNS
sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Rl Nomor
15/PUU-XIX/2021 dan' pertimbangan serta putusan hakim dalam Putusan
tersebut. Tujuan penelitian ini punimeliputi: menganalisis kewenangan PPNS
sebelum dan sesudah adanya-Putusan Mahkamah Konstitusi Rl Nomor
15/PUU-XIX/2021 dan pertimbangan serta putusan hakim tersebut. Metode
penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan
perundang-undangan, - dan kasus 'yang dianalisis melalui teknik analisis
kualitatif. Penelitian ini selanjutnya menghasilkan kesimpulan: pertama,
Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 telah memperiuas kewenangan PPNS
dalam menyidik tindak pidana pencucian uang; dan kedua, pertimbangan dan
putusan hakim MK telah tepat di mana mengandung 4 (empat) substansi
penting: (1) ketentuan norma Pasal 74 Undang-Undang TPPU dengan
Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang a quo mengandung ketidakpastian hukum;
(2) bagian Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU bukan hanya tidak
konsisten namun juga tidak sesuai dengan upaya memberantas tindak pidana
pencucian uang; (3) ketentuan Pasal 74 dan bagian Penjelasan Pasal 74 Undang-
Undang TPPU seharusnya sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana,
cepat dan biaya ringan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;
dan (4) sesuai dengan prinsip dalam sistem pembentukan peraturan perundang-
undangan.
Kata Kunci: pencucian uang, penyidik pegawai negeri sipil, kewenangan.
Daftar Pustaka : 14 Buku, 7 Peraturan Perundang-undangan,
1 Putusan Pengadilan, 4 Jurnal, 1
Skripsi/Tesis/Disertasi dan 1 Website
Nama Dosen Pembimbing : Dr. H. Chandra Tirta, S.H., M.H.
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Number of Page : 10 pages and 117 pages
Abstract Contents
The crime of money laundering not only threatens the stability of the economy
and the integrity of the financial system, but can also endanger the foundations
of the life of the nation and state, so that it is appropriate to optimize the
authority of Civil Servant Investigators. The problems of this research are: how
is the authority of Civil Servant Investigators before and after the Constitutional
Court Decision Number 15/PUU-XI1X/2021 and the considerations and
decisions of the judges in that decision. The purpose of this study also includes:
analyzing the authority of Civil Servant Investigators before and after the
Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XI1X/2021 and the judge's
considerations and decisions. The research method used is normative legal
research, with a statutory approach and cases analyzed through qualitative
analysis techniques. This research then produces conclusions: first, Decision
Number 15/PUU-XIX/2021 has expanded the authority of Civil Servant
Investigators in investigating money laundering crimes; and second, the
considerations and decisions of the constitutional judges are correct which
contain 4 (four) important substances: (1) the provisions of the norms of Article
74 of the Law on the crime of money laundering with the explanation containing
legal uncertainty; (2) the Elucidation of Article 74 of the crime of money
laundering is not only inconsistent but also inconsistent with efforts to eradicate
money laundering; (3) the provisions of Article 74 and the Elucidation of
Avrticle 74 of the Money Laundering Law should be in line with the principles
of a simple, fast and low-cost trial based on the Law on Judicial Power; and (4)
the decision of the constituent judge is in accordance with the principles in the
system of establishing laws and regulations.
Keywords: money laundering, civil servant investigators, authority.
References : 14 Books, 7 Legislations, 1 Court Decisions, 4
Journals, 1 Theses/Dissertation and 1 Websites
Lecture Name Supervisor: Dr. H. Chandra Tirta, S.H., M.H.
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